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ABSTRAK 
 
CHORMELIANTI R. (B11111262), dengan judul skripsi “TINJAUAN 
PSIKOLOGI HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK 
DENGAN HUKUM AKIBAT PENELANTARAN OLEH ORANG TUA” 
dibimbing oleh Wiwie Heryani selaku pembimbing I dan Hasbir 
Paserangi selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penelantaran 
oleh orang tua terhadap psikologi anak sehingga anak berkonflik dengan 
hukum serta faktor-faktor apa yang menyebabkan orang tua 
menelantarkan anaknya. 
Penelitian ini dilakukan di beberapa instansi di kota Makassar, yaitu 
Polrestabes Makassar, Dinas Sosial Kota Makassar, Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas I Makassar, Rumah Perlindungan Sosial Anak 
Turikale Makassar, dan Lembaga Perlindungan Anak Kota Makassar 
karena banyak kasus anak yang berkonflik dengan hukum akibat 
penelantaran oleh orang tua. 
Hasil Penelitian ini menghasilkan : (1) Penelantaran orang tua 
terhadap perkembangan psikologi anak sangat berpengaruh karena anak 
tidak mendapatkan kasih sayang, pengakuan, dan figur orang tua, serta 
kebutuhan anak yang tidak terpenuhi sebagaimana mestinya terutama 
dalam hal pendidikan menyebabkan terbentuklah karakter yang 
berpotensi besar untuk melakukan tindak pidana. (2) Faktor yang 
menyebabkan orang tua menelantarkan anaknya adalah kesalahan pada 
pemahaman orang tua tentang pola asuh dalam mendidik anak, sehingga 
anak tersebut terlantar. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Anak pada hakekatnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa 
yang harus dilindungi dan dijaga baik oleh pemerintah, masyarakat dan 
terkhusus keluarga. Sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dan 
Negara, pemerintah harus mampu memberikan perlindungan yang terbaik 
pada anak untuk menciptakan generasi terbaik bangsa, karena ini akan 
berhubungan pada cerminan sikap dan cita-cita bangsa dan negara 
sekaligus menentukan sejarah bangsa Indonesia di masa yang akan 
datang. Untuk memperoleh generasi terbaik ini, pendidikan yang layak 
serta perlindungan masa tumbuh dan perkembangan anak harus 
dilaksanakan secara maksimal. Dengan pelaksanaan secara maksimal ini 
diharapkan mampu membentuk moral anak menjadi lebih baik, sehingga 
anak dapat membedakan perbuatan yang positif (baik) dan negatif 
(buruk). 
Bentuk perlidungan secara hukum oleh Negara kepada anak, 
sebenarnya telah dinyatakan dengan dibentuknya undang-undang khusus 
untuk anak diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 
Perubahan Dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai perubahan dari Undang-Undang 
Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Kedua undang-undang ini 
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memberikan perlakuan khusus terhadap anak baik sebagai korban 
maupun sebagai pelaku tindak pidana. Perlakuan khusus pada anak 
dalam hal ini sebagai pelaku tindak pidana dilakukan karena mengingat 
anak adalah mahkluk yang secara psikis belum sempurna, sehingga jika 
diberikan perlakuan yang umum seperti orang dewasa dikuatirkan akan 
berpengaruh pada psikis dan mental anak yang masih berada dalam 
masa pertumbuhan.  
Di samping perlidungan dari pemerintah, hal yang tidak kalah 
pentingnya adalah peran orang tua dan masyarakat dalam membentuk 
mental dan moral anak. Bimbingan dari orang tua dan dukungan dari 
lingkungan masyarakat untuk mengenalkan perbuatan baik dan perbuatan 
buruk/menyimpang serta akibat setiap perbuatan tersebut kepada anak 
diharapkan dapat membentuk mental dan moral anak menjadi lebih baik 
sehingga anak mampu menjaga dirinya dari pengaruh-pengaruh negatif 
lingkungan yang mungkin membentuk perilaku yang buruk pada diri anak. 
Namun, saat ini sering terjadi orang tua yang memperlakukan anaknya 
dengan perlakuan yang tidak semestinya dilakukan, yang seharusnya 
orang tua memberikan perhatian dan kasih sayang malah membiarkan 
anaknya terlantar.  
Seorang anak dikatakan terlantar, bukan karena ia sudah tidak lagi 
memiliki salah satu atau kedua orang tua, tetapi terlantar disini juga dalam 
pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh berkembang secara wajar, 
hak anak untuk memperoleh pendidikan secara layak, dan memperoleh 
pelayanan kesehatan tidak terpenuhi karena kelalaian orang tua. 
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Meningkatnya jumlah keluarga miskin dan menurunnya 
kesempatan kerja serta maraknya konflik sosial di berbagai daerah yang 
muncul sebagai dampak krisis sangat potensial mendorong timbulnya 
kasus penelantaran kepada anak. 
Penelantaran kepada anak merupakan salah satu bentuk perlakuan 
terburuk dan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak dan ini 
merupakan pelanggaran HAM terhadap anak. Namun, saat ini masih 
banyak orang tua yang membiarkan anaknya yang masih dibawah umur 
terlantar . Walaupun tanpa disadari perbuatannya telah melanggar hukum 
yang telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
Tentang Perlindungan Anak. 
Anak terlantar sendiri pada umumnya merupakan anak-anak yang 
berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Ada yang berasal dari 
keluarga yang tidak mampu, sehingga mereka tumbuh dan berkembang 
dengan latar belakang kehidupan jalanan yang akrab dengan kemiskinan, 
penganiayaan, dan hilangnya kasih sayang, sehingga membuat 
moral/perilakunya negatif. 
Ilmu tentang tingkah laku/perilaku manusia disebut psikologi 
(Achmad Ali, 2009: 18). Tingkah laku baik dan buruk secara psikologi 
termasuk dalam moral (Sarlito W. Sarwono, 2012: 109), sehingga dapat 
dikatakan jika moral yang terbentuk pada diri anak adalah baik maka 
tingkah laku anak akan baik, begitupun sebaliknya jika moral anak buruk 
maka tingkah laku/perilaku anak akan buruk. Perilaku yang buruk dalam 
psikologi disebut juga sebagai psikologi abnormal/perilaku abnormal. 
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Menurut Sutardjo A. Wiramihardja, psi (dalam Achmad Ali, 2009:17) 
terdapat banyak nama lain untuk “Psikologi Abnormal” yaitu : mental 
disorder (kekacuan mental), behavior disorder (kekacauan perilaku), 
psikopatologi, maladaptif, emotional discomfort (kegelisahan emosional), 
mental disease (penyakit mental), mental illness (sakit ingatan), dan 
insanity (kegilaan).  
Terbentuknya perilaku yang buruk (Abnormal) pada anak ditandai 
dengan munculnya berbagai kenakalan-kenakalan anak atau biasa 
disebut dengan delinquency, yang kemudian direalisasikan dengan 
perbuatan-perbuatan menyimpang oleh anak seperti tindak kejahatan. 
Menurut Cohen, Perilaku menyimpang  sendiri adalah “Tingkah laku yang 
melanggar atau bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan 
normative, dari pengertian-pengertian normatif maupun dari harapan-
harapan lingkungan sosial yang bersangkutan”, (Moerti Hadiati Soeroso, 
2011:21). 
Seringnya terjadi perbuatan orang tua yang menelantarkan 
anaknya mendorong timbulnya berbagai bentuk kenakalan anak 
(delinquency) yang  menurut hukum positif di Indonesia merupakan 
perbuatan pidana/tindak pidana, sehingga membuat anak berkonflik 
dengan hukum. Seperti,  anak sebagai pengguna dan/atau pengedar 
narkotika, penyalahgunaan lem aica aibon oleh anak, anak sebagai 
pelaku pencurian/pencopet, perkelahian antara anak-anak sekolah, 
pengeroyokan yang dilakukan siswa-siswa sekolah terhadap orang lain, 
pelecehan seksual oleh anak kepada teman, tindakan brutal geng motor 
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yang melibatkan anak atau remaja yang berakhir pada kematian salah 
satu pihak, hingga pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap orang 
tuanya atau terhadap teman sebayanya. 
Dari data yang diperoleh dari Unit Pemberdayaan Perempuan dan 
Anak (PPA) Direktorat Reskrim Polda Sul-Selbar, sepanjang penanganan 
kasus dari tahun 2011 jumlah kasus yang ditangani pihak kepolisian 
sebanyak 400 kasus dari berbagai macam tindak kriminal anak yang 
melibatkan anak kalangan usia dibawah 14 sampai 18 tahun, dan yang 
paling banyak terjadi adalah kasus pelecehan seksual dan pencurian 
barang elektronik. Ini disebabkan oleh kelalaian dan kurang perhatian 
orang tua dalam membina dan mendidik anaknya, (Berita Kota Online).  
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah pengaruh penelantaran orang tua terhadap 
psikologi anak yang berkonflik hukum ? 
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan orang tua menelantarkan 
anaknya ? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
 Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini 
dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penelantaran orang 
tua terhadap psikologi anak yang berkonflik hukum. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan orang tua 
menelantarkan anaknya 
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Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam 
perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus dibidang psikologi 
hukum. 
2. Dapat menjadi referensi terhadap pemerintah, penegak hukum, 
maupun masyarakat dalam menghadapi masalah hukum yang 
melibatkan anak. 
3. Dapat menjadi bahan bacaan untuk masyarakat luas yang 
mempunyai kepedulian terhadap kasus-kasus yang melibatkan 
anak dibawah umur terutama para orang tua dalam pembinaan 
anak-anaknya dimasa yang akan datang. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Psikologi  
Psikologi berasal dari kata psyche yang diartikan dengan “jiwa” dan 
perkataan logos yang diartikan “ilmu atau ilmu pengetahuan (science)”, 
sehingga dengan demikian perkataan psikologi dapat diartikan sebagai 
ilmu pengetahuan mengenai jiwa atau ilmu jiwa, (Bimo Walgito, 1999:1). 
Gerungan (Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani, 2011:70) 
mengemukakan Psikologi merupakan aktivitas yang merujuk hanya pada 
ilmu pengetahuan tentang jiwa, yang diperoleh secara sistematis dengan 
metode-metode ilmiah yang memenuhi syarat-syarat yang disepakati oleh 
para sarjana dan para ahli psikologi masa kini. 
Hal yang berbeda dikemukakan oleh Gerungan (1966:5), 
menurutnya ada perbedaan arti antara ilmu jiwa dengan psikologi, yaitu: 
(Bimo Walgito, 1999:1-2) 
1. Ilmu jiwa itu merupakan istilah bahasa Indonesia sehari-hari dan 
dikenal tiap-tiap orang, sehingga lazim dipahami orang. 
Sedangkan kata psychology itu merupakan suatu istilah „scientific‟, 
yang menunjukkan kepada pengetahuan ilmu jiwa yang bercorak 
ilmiah tertentu. 
2. Ilmu jiwa dipergunakan dalam arti yang lebih luas dari ilmu 
psychology. Ilmu jiwa meliputi khayalan dan spekulasi mengenai 
jiwa itu. Psychology meliputi ilmu pengetahuan mengenai jiwa yang 
diperoleh secara sistematis dengan metode-metode ilmiah yang 
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memenuhi syarat-syarat seperti yang dimufakati sarjana-sarjana 
psychology pada jaman sekarang ini.  
Selain apa yang dikemukakan oleh Gerungan di atas, beberapa ahli 
juga mengemukakan defenisi tentang Psikologi di antaranya: 
a. Achmad Ali (2009:18), mengemukakan Psikologi adalah ilmu 
tentang perilaku manusia.  
b. Pendapat Drever (1960:227) yang menggambarkan pemberian 
definisi mengenai psikologi yaitu: (Bimo Walgito, 1999:5) 
“ Psychology: as a branch of science, psychology has been 
defined in various way, according to the particular method of 
approach adopted or field of study proposed by the individual 
psychologish. Etc”. 
 
(Yang artinya kurang lebih sebagai berikut “psikologi: sebagai 
cabang ilmu pengetahuan, psikologi telah digambarkan dalam 
berbagai cara menurut metode pendekatan tertentu dari 
mengadopsi atau bidang studi yang diusulkan oleh setiap 
psikolog. Dll”). 
 
c. Menurut Wundt (Bimo Walgito, 1999:6) yang dimaksud dengan 
psikologi itu adalah the science of human consciousness. Dari 
apa yang dikemukakan oleh Wundt tersebut dapat diajukan 
pendapat bahwa Wundt membatasi pengertian psikologi 
terbatas pada manusia (tidak mempelajari hewan) dan 
membatasi pada hal-hal yang disadari saja. 
d. Berbeda dengan Wundt, Sartain, dkk (Bimo Walgito, 1999:6) 
menyatakan bahwa psikologi itu merupakan the science of 
human behavior. Sartain, dkk tidak meninggalkan pengertian 
pada hewan dan menggunakan pengertian perilaku atau 
behavior bukan kesadaran. 
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B. Psikologi Hukum 
1. Pengertian Psikologi Hukum 
Psikologi hukum (psycholegal) merupakan bidang yang baru lahir di 
sekitar tahun 1960-an, sebagai salah satu kajian empiris, yang 
memandang hukum dalam wujudnya sebagai “behavior” atau “perilaku” 
manusia dalam bidang hukum, (Achmad Ali, 2009:2). 
Psikologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang 
mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa 
manusia (Drever J.A., Dictionary of Psychology Penguin Books, 1976). 
(dalam Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani, 2011:126) 
Menurut Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto (Hendra 
Akhdhiat dan Rosleny Marliani, 2011:126), psikologi hukum termasuk ilmu 
tentang kenyataan yang menyoroti hukum sebagai perikelakuan atau 
sikap yang antara lain mencakup beberapa cabang metode studi, yang 
berusaha mempelajari hukum secara lebih mendalam dari berbagai sudut 
pandang, yaitu sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, 
perbandingan hukum, dan sejarah hukum. 
2. Subjek Bahasan Psikologi Hukum  
Brian L. Cutler membagi 17 pokok bahasan yang menjadi materi 
kajian Psikologi Hukum menurut versinya, yaitu: (Achmad Ali, 2009:5) 
1. Criminal Competencies (Kompetensi Kriminal); 
2. Criminal Responsibility (Pertanggungjawaban Kriminal); 
3. Death Penalty (Pidana Mati); 
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4. Divorce And Child Custody (Perceraian Dan Pemeliharaan 
Anak); 
5. Education And Professional Development (Pendidikan Dan 
Perkembangan Profesional); 
6. Eyewitness Memory (Memori Saksi Mata); 
7. Forensic Assessment In Civil And Criminal Cases (Penilaian 
Forensik Dalam Kasus Pidana Dan Perdata); 
8. Juvinile Offenders (Pelanggar Hukum Yang Masih Anak-Anak); 
9. Mental Health Law (Hukum Kesehatan Mental); 
10. Psychological And Forensic Assessment Instruments 
(Instrumen Penilaian Psikologis Dan Forensik); 
11. Psychology Of Criminal Behavior (Psikologi Tentang Perilaku 
Kriminal); 
12. Psychology Of Policing And Investigations (Psikologi Polisi Dan 
Investigasi); 
13. Sentencing And Incarceration (Pemidanaan Dan 
Penahanan/Pemenjaraan); 
14. Symptoms And Disorders Relevant To Forensic Assessment 
(Penilaian Forensik Terhadap Gejala Dan Penyakit Yang 
Relevan); 
15. Trial Processes (Proses Persidangan Pengadilan); 
16. Victim Reactions To Crime (Reaksi Korban Terhadap 
Kejahatan); 
17. Violence Risk Assessment (Penilaian Risiko Kekerasan). 
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3. Jenis-jenis Pendekatan Psikologi Hukum 
Ada 4 pendekatan psikologi hukum menurut Andreas Kapardis 
(1999:1-2) dengan mengutip pendapat Blackburn (1995,1996), yaitu: 
(Achmad Ali, 2009:7-9) 
1. Psychology in law 
Psychology in law (psikologi di dalam hukum) mengacu pada 
penerapan-penerapan spesifik psikologi di dalam hukum, 
seperti persoalan kehandalan kesaksian mata, kondisi mental 
terdakwa dan orangtua mana yang cocok, ibu atau ayah, untuk 
ditetapkan sebagai wali pemeliharaan anak dalam kasus 
perceraian. 
2. Psychology and law 
Psychology and law (psikologi dan hukum) mencakupi, 
contohnya riset psikolegal tentang para pelanggar hukum, juga 
riset-riset psikolegal terhadap perilaku polisi, advokat 
(pengacara), jaksa, dan hakim (atau juga juri, dalam suatu 
peradilan yang menggunakan sistem juri). 
3. Psychology of law 
Psychology of law (psikologi tentang hukum) digunakan untuk 
mengacu pada riset psikologis tentang isu-isu seperti: mengapa 
orang menaati hukum atau tidak menaati hukum, riset tentang 
perkembangan moral dari komunitas tertentu, riset tentang 
persepsi dan sikap politik terhadap berbagai sanksi pidana, 
contohnya yang paling mutakhir adalah pro kontra terhadap 
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pidana mati, sebagai akibat adanya perbedaan persepsi dan 
moral yang dianut warga. 
4. Forensic psychology 
Forensic psychology (psikologi forensik) menunjukkan 
“penyediaan langsung informasi psikologi untuk pengadilan-
pengadilan”, sehingga dinamakan juga “psychology in the 
courts”. 
 
C. Anak 
1. Definisi Anak 
Definisi anak secara nasional didasarkan pada batas usia anak baik 
itu menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum islam. 
Sedangkan secara internasional definisi anak tertuang dalam konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Hak Anak atau “United Nation 
Convention on The Right of The Child” tahun 1989 (Marlina 2009: 33) 
sebagai berikut : 
“Anak adalah setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) 
tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, 
kedewasaan dicapai lebih awal” 
 
Dalam hukum positif Indonesia, terdapat beberapa pengertian dan 
kriteria anak. Setiap peraturan perundang-undangan mengatur tersendiri 
kriteria anak yang menjadi pembatasan terhadap anak untuk melakukan 
suatu perbuatan tertentu dan tujuan tertentu. Sehingga hal ini 
menimbulkan pluralisme dalam pengertian anak dalam sistem hukum 
Indoensia. 
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Perbedaan terhadap pengertian anak ini dapat dilihat dalam 
peraturan perundang-undangan sebagai berikut.  
1. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
mendefinisikan anak sebagai berikut : 
“Jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan 
yang dikerjakan ketika umurnya 16 (enam belas) tahun, hakim 
dapat menentukan : memerintahkan supaya dikembalikan 
kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa 
pidana apapun atau memerintahkan yang bersalah diserahkan 
kepada pemerintah tanpa pidana apapun, atau menjatuhkan 
pidana kepada yang bersalah”.  
 
2. Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
Pasal 30 KUHPerdata mendefinisikan anak sebagai berikut : 
“orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai 
umur genap 21( dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu 
telah kawin”.  
 
3. Anak dalam Undang-Undang Perburuhan 
Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948, 
mendefinisikan anak sebagai berikut : 
“Anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 
(empat belas) tahun ke bawah”. 
 
4. Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak 
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak sebagai 
berikut : 
“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan”.  
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5. Anak dalam  Undang-Undang Peradilan Anak 
Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang 
Pengadilan Anak, mendefinisikan anak sebagai berikut : 
“ Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 
(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.  
 
6. Anak dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang 
Hak Asasi Manusia 
Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang 
Hak Asasi Manusia, mendefinisikan anak sebagai berikut : 
“ Anak adalah manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan 
belum menikah, temasuk anak yang masih dalam kandungan 
apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.  
 
 Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan diatas berbeda 
dengan definis anak menurut hukum islam dan hukum adat. Menurut 
hukum islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih 
anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak sebagaimana dalam 
perundang-undangan. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia 
untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum islam menentukan definisi 
anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah 
dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila 
anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa 
sebagaimana ditentukan dalam hukum islam.  
Ter Haar, seorang tokoh adat mengatakan bahwa hukum adat 
memberikan dasar untuk menentukan apakah seseorang itu anak-anak 
atau orang dewasa yaitu melihat unsur yang dipenuhi seseorang, yaitu 
apakah anak tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau 
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rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri, (Marlina, 2009: 
34). 
2.  Pengertian Kenakalan Anak (Delinkuen) 
 Istilah delinkuen berasal dari delinquency, yang diartikan dengan 
kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda dan delikuensi. 
Kata Delinkuensi atau Delinquency erat kaitannya dengan anak, 
sedangkan kata delinquent act diartikan perbuatan yang melanggar norma 
dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh 
kelompok anak-anak, maka disebut delinquency. Jadi delincuency 
mengarah pada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok social 
masyarakat tertentu bukan hanya hukum Negara saja. (Marlina,2009:37). 
Berikut adalah pengertian kenakalan anak menurut para ahli: 
a. Menurut Romli Atmasasmita (Maidin Gultom, 2008:55-56), 
delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan yang 
dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan 
dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu 
Negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta 
ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela. 
b. Menurut  Sudarsono (Maidin Gultom, 2008:56), suatu perbuatan 
dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut 
bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat di 
mana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang di 
dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif. 
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c. Menurut Bismar Siregar (Maidin Gultom, 2008:56), kenakalan 
anak disebabkan oleh modernisasi, masyarakat belum siap 
menerimanya. 
 Salah satu upaya mendefinisikan penyimpangan perilaku remaja 
dalam arti kenakalan anak (juvenile delinquency) dilakukan oleh M. Gold 
dan J. Petronio (Weiner, 1980: 497), yaitu sebagai berikut: (Sarlito, 
2012:251) 
“Kenakalan anak adalah tindakan oleh seseorang yang belum 
dewasa yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh 
anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya itu sempat diketahui oleh 
petugas hukum ia bisa dikenai hukuman”. 
 
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (Maidin Gultom, 2008:56), 
delinkuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan 
norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.  
3. Faktor-faktor Delinquency (Kenakalan Anak) 
Secara teoritis, terdapat banyak sekali faktor penyebab seorang 
anak melakukan delinquency, misalnya ada teori biologis dan biososial 
yang membahas tentang samatotype, warisan, pengaruh kebiasaan 
(conditionability and delinquency ); teori psikologi, teori social 
disorganization dan anomie yang menyatakan bahwa kenakalan anak 
adalah disebabkan oleh faktor lingkungan di mana seseorang itu berada, 
teori lower class, dan teori differential culture (teori penyimpangan 
kebudayaan), (Marlina, 2009:66). 
Menurut teori psikologi para ahli memberikan pembedaan individu 
dengan menggunakan faktor inteligensia atau kecerdasan, kepribadian 
atau faktor lainnya di masyarakat. Faktor-faktor tersebut secara langsung 
 17 
ataupun tidak langsung dapat menentukan adanya delinquency atau tidak 
pada seorang anak. Inilah yang disebut teori psikologi dalam delinquency, 
(Marlina, 2009:66). 
Pada awal abad 20 pendekatan terhadap kejahatan anak mulai 
diterapkan. Banyaknya variasi yang mengemukakan dari semua 
pendekatan yang ada termasuk konsep penurunan mental (mental 
deficiency), gangguan berpikir (psychiatric disturbance) dan faktor dalam 
diri yang dimiliki seperti rasa malas, marah, tersinggung, dan sebagainya. 
Berdasarkan uraian tersebut, ada beberapa kesimpulanyang menjadi 
asumsi menurut para ahli psikologi yaitu: penyebab dasar delinquency 
meliputi pola individu dan perkembangannya. Pertama, perilaku anak 
merupakan manifestasi dari keadaan internalnya. Kedua, gangguan 
psikologi serius akan membentuk sebuah pola tingkah laku anak. Selain 
itu faktor internal dalam diri anak muncul karena pengaruh faktor eksternal 
lingkungan. Oleh karena itu, gangguan pada diri anak merupakan hal 
serius yang harus dipecahkan dan diatasi sebaik-baiknya untuk 
kepentingan perkembangan psikologisnya yang lebih baik dan terarah, 
(Marlina, 2009:67). 
Hasil penelitian  survey Universitas Katolik Parahyangan mengenai 
sebab musabab kenakalan anak-anak sependapat dengan klasifikasi 
pandangan umum yang membagi sebab-sebab tersebut dalam dua 
kelompok: (Soedjono, 1985:192-197) 
a. Sebab intern yang terdapat dalam diri si anak; 
(1) Faktor Intelegensia (Kecerdasan) menurut beberapa ahli, 
anak-anak yang memiliki intelegensia tertentu bisa 
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cenderung untuk melakukan kenakalan-kenakalannya atau 
diperalat oleh orang lain untuk berbuat jahat karena 
bodohnya (I.Q. rendah). 
(2) Faktor Usia, menurut statistik kenakalan anak-anak, 
kebanyakan, anak-anak yang melakukan kenakalannya 
adalah antara umur 16-19 tahun (masa addolesensi atau 
pubertas). Di samping itu ada pengaruh dari perkembangan 
jasmani misalnya terlampau besar atau terlampau kecil 
bagi umurnya. Hal ini mengakibatkan pengaruh-pengaruh 
psikis. 
(3) Faktor Jenis Kelamin, di Amerika misalnya 13% dari 
pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh wanita. Tetapi di 
Indonesia hanya 4%. Dan kalau kita melihat pada 
kenyataannya maka anak-anak nakal kebanyakan terdiri 
dari anak-anak laki-laki. 
(4) Faktor Kedudukan dalam Keluarga (birth order), urutan 
anak dalam kelahiran seperti anak sulung, anak bungsu, 
atau anak tunggal berpengaruh pada tingkah lakunya, 
tetapi menurut Sutherland pengaruh birth order terhadap 
terjadinya kenakalan anak-anak meragukan. Kita 
menyimpulkan bahwa perkembangan jiwa dan karakter 
anak-anak ditinjau dari segi kedudukan (urutan lahir) dalam 
keluarga, maka yang lebih berpengaruh adalah bimbingan 
orang tua (ayah, ibu). 
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(5) Faktor Kekecewaan dan Kompensasi, anak-anak yang 
mengalami kekecewaan, sering terganggu psikisnya, 
sehingga sering sebagai kompensasi atas kekecewaan dan 
kegagalannya melakukan tindakan-tindakan yang 
menyolok, seperti kejahatan-kejahatan dan sebagainya.. 
(6) Faktor Kejiwaan, atas adanya sebagian kecil anak-anak 
yang menderita penyakit berupa keinginan untuk mencuri 
(kleptomania) dan lain-lain. 
b. Sebab eksternal yang terdapat diluar diri si anak; 
(1) Keadaan rumah tangga 
(2) Faktor Ekonomi 
(3) Faktor Pendidikan 
(4) Faktor Pergaulan 
(5) Faktor  Media Massa 
Menurut B. Simanjuntak (Maidin Gultom, 2008:57-58), kondisi-
kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan anak nakal 
adalah: 
a) Ada anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai 
penjahat, pemabuk, emosional; 
b) Ketidakadaan salah satu atau kedua orangtuanya karena 
kematian, perceraian atau pelarian diri; 
c) Kurangnya pengawasan orangtua karena sifat masa bodoh, 
cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohani; 
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d) Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, 
cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin 
ada pihak lain yang campur tangan; 
e) Perbedaan rasial, suku, dan agama ataupun perbedaan adat 
istiadat rumah piatu, dan panti-panti asuhan.  
Menurut Heally dan Bronner (Marlina, 2009:69), dari studinya , 91% 
dari perilaku kriminal anak disebabkan karena tidak bahagia dan memiliki  
gangguan emosional. Dalam hal ciri-ciri pribadi pelaku digambarkan 
sebagai pencemburu, merasa kurang dalam hal pribadi, dan selalu 
merasa dipersalahkan, contohnya pshykopat.  
 
D. Anak Berkonflik Hukum 
 Konflik berasal dari kata kerja latin configere yang berarti saling 
memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial 
antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak 
berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau 
membuatnya tidak berdaya, (wikipedia). 
 Anak berkonflik hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014 yaitu anak yang melakukan tindak pidana. Dalam Undang-undang 
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebut 
dengan kenakalan anak (anak nakal). Sedangkan yang dimaksud dengan 
anak nakal berdasarkan Pasal 1 butir (2) mempunyai dua pengertian, 
yaitu: 
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a. Anak yang melakukan tindak pidana. 
Walaupun Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 
Pengadilan Anak tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, akan 
tetapi dapat dipahami bahwa anak yang melakukan tindak pidana, 
perbuatannya tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan yang 
melanggar KUHP saja melainkan juga melanggar peraturan-
peraturan diluar KUHP misalnya ketentuan pidana Undang-Undang 
Narkotika, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan sebagainya. 
b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi 
anak. 
Perbuatan terlarang bagi anak adalah adalah menurut 
peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum 
lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. 
Anak-anak yang melakukan kejahatan itu pada umumnya kurang 
memiliki kontrol diri, atau justru menyalah gunakan kontrol diri tersebut, 
dan suka menegakkan standar tingkah laku sendiri, dan meremehkan 
keberadaan orang lain. Kejahatan yang mereka lakukan itu pada 
umumnya disertai unsur-unsur mental dengan motif-motif subyektif, yaitu 
untuk mencapai satu obyek tertentu dengan disertai kekerasan dan 
agresi. Pada umumnya anak-anak tadi sangat egoistis, dan suka sekali 
menyalahgunakan atau melebih-lebihkan harga dirinya, (Kartini 
Kartono,2008:9). 
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 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 
Sistem Peradilan Pidana  Anak menjelaskan tentang anak yang berkonflik 
hukum, yaitu: 
“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut 
anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi 
belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan 
tindakan pidana”. 
 
 Keseluruhan jumlah tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-
anak tidak dapat diketahui dengan tepat, karena kasus yang dilaporkan 
kepada polisi dan diajukan ke pengadilan sangat terbatas sekali. Hanya 
proporsi yang sangat kecil saja dari jumlah kejahatan itu bisa diketahui 
atau dilaporkan, biasanya berupa tindak kriminal yang bengis dan sangat 
mencolok di mata umum. Kejahatan kecil pada umumnya tidak dilaporkan, 
karena orang enggan berurusan dengan polisi atau pihak berwajib, atau 
orang merasa malu jika peristiwanya sampai terungkap, (Kartini 
Kartono,2008:9). 
 Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah 
merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama antara masyarakat 
dan pemerintah, seperti dijelaskan dalam Pasal 64 Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu: 
1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan 
hukum, meliputi anak berkonflik dan korban tindak pidana 
adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah 
dan masyarakat. 
2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan 
hukum dilaksanakan melalui : 
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a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat 
dan hak-hak anak, 
b. penyedian petugas pendamping khusus anak sejak dini, 
c.  penyediaan sarana dan prasarana khusus, 
d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik anak, 
e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap 
perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, 
f. pemberian jaminan untuk berhubungan dengan orang tua atau 
keluarga, dan 
g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa 
dan menghindari labelisasi. 
3. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana 
dilaksanakan melalui :  
a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, 
b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media 
massa dan labelisasi, 
c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi 
ahli, baik fisik, mental, maupun, maupun sosial, dan 
d. pemberian aksebilitasi untuk mendapatkan informasi mengenai 
perkembangan perkara. 
 
E. Penelantaran 
1. Definisi Penelantaran 
Penelantaran adalah setiap bentuk pelalaian kewajiban dan 
tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum 
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seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab 
terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya, 
(Muchsin,2011:18). 
Penelantaran adalah adalah sebuah tindakan baik disengaja 
maupun tidak disengaja yang membiarkan anak tidak terpenuhi kebutuhan 
dasarnya (sandang, pangan, papan). Penelantaran terhadap anak tidak 
mengenal alasan motivasi/intensi. Disengaja maupun tidak, jika ada anak 
dibiarkan tidak memperoleh makan, tidak mendapatkan tempat tinggal 
yang layak, dan pakaian yang layak untuk melindunginya dari berbagai 
penyakit dan bahaya, maka insiden ini dikatakan penelantaran dan akan 
dikenakan sanksi, (Bagong Suyanto, 2010:215). 
Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang 
Penghapusan Kekerasa Dalam Rumah Tangga, berbunyi : 
“setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah 
tangganya. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau 
karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikanb 
kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”. 
 
Seorang anak dikatakan terlantar, bukan sekedar karena ia sudah 
tidak memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya. Tetapi, 
terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh 
kembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan 
untuk memperoleh kesahatan yang memadai tidak terpenuhi karena 
kelalaian, ketidakmengertian orang tua, ketidakmampuan, atau karena 
kesengajaan, (Bagong Suyanto, 2010:213). 
Menurut keputusan Menteri Sosial RI No 27 Tahun 1984 terdapat 
beberapa ciri anak terlantar, yaitu : 
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1. Tidak memiliki ayah, karena meninggal (yatim), atau ibu 
karena meninggal tanpa dibekali secara ekonomis untuk 
belajar, atau melanjutkan pelajaran pada pendidikan dasar. 
2. Orang tua sakit-sakitan dan tidak memiliki tempat tinggal dan 
pekerjaan yang tetap, penghasilan tidak tetap dan sangat kecil 
serta tidak mampu membiayai sekolah anaknya. 
3. Orang tua tidak memiliki tempat tinggal yang tetap baik itu 
rumah sendiri maupun rumah sewaan. 
4. Tidak memiliki ibu dan bapak (yatim piatu). Dan saudara-
saudara, serta belum ada orang lain yang menjamin 
kelangsungan pendidikan pada tingkatan dasar dalam 
kehidupan anak. 
2. Pengertian Anak Terlantar 
Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, 
anak terlantar adalah : 
“anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan 
kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan 
wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial”. 
 
Menurut  A Friedlander (Torehan Jalanan, 2012), anak terlantar 
adalah anak yang tidak mendapatkan asuhan secara minimal dari orang 
tuanya sebab kondisi keluarganya baik ekonomi, sosial, kesehatan 
jasmani maupun psikisnya tidak layak sehingga anak-anak tersebut 
membutuhkan adanya bantuan pelayanan dari sumber-sumber yang ada 
di masyarakat sebagai pengganti orang tuanya. 
Menurut Howard Dubowitz (Torehan Jalanan, 2012), anak terlantar 
diberi pengertian sebagai suatu bentuk pengabaian terhadap perawatan 
 26 
anak sehingga menimbulkan resiko bagi anak. Orang tua sebagai pemberi 
perawatan (caregiver parents) melalaikan tanggung jawabnya untuk 
memenuhi kebutuhan anak. Pengabaian terhadap anak tersebut tidak 
semata-mata disebabkan karena kemiskinan orang tua, tetapi faktor-faktor 
lain seperti perceraian orang tua, atau karena kesibukan orang tua dalam 
mengejar karier. 
Menurut Bagong Suyanto (2010:218), dibandingkan anak yang 
dijadikan korban kekerasan (child abuse), tindak penelantaran (neglect) 
anak sering kali kurang memperoleh perhatian publik secara serius karena 
penderitaan yang dialami korban tidak dramatis sebagaimana layaknya 
anak-anak yang teraniaya. Berbeda dengan kasus anak yang menjadi 
korban tindak kekerasa seksual, anak yang dianiaya oleh orang tuanya 
hingga tewas, atau kasus anak yang terpaksa bekerja di sektor prostitusi, 
masalah anak terlantar acap kali hanya dilihat sebagai masalah internal 
keluarga per keluarga, hanya bersifat kasuistis dan terjadi pada keluarga 
tertentu saja yang secara psikologis bermasalah. 
Anak terlantar sebagaimana pada umunya anak mereka 
memerlukan kebutuhan dasar seabagaimana haknya karena hal tersebut 
sangat berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Anak akan mampu 
tumbuh dan berkembang secara wajar apabila terpenuhi kebutuhannya. 
Pendapat Oswal dalam Kartini Kartono (Andayani Listyawati,2008:12-13) 
mengungkapkan kebutuhan dasar yang meliputi : 
a. Kebutuhan fisik, biologis, sebagai tuntutan yang harus dipenuhi 
yang menghambat pertumbuhan fisiknya. 
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b. Kebutuhan mental psikis, yaitu menjamin kesehatan jasmani 
dan rohani anak yang berkaitan dengan eksistensinya sebagai 
makhluk mental psikis. 
c. Kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan 
eksistensi manusia sebagai mahluk yang tidak dapat hidup 
tanpa mahluk lain. 
3. Dampak Penelantaran Anak 
 Seorang anak yang sejak usia dini kurang memperoleh kasih 
sayang, diterlantarkan begitu saja atau bahkan menjadi objek tindak 
kekerasan oleh orang tuanya sendiri, maka jangan heran ketika anak-
anak itu mulai muncul masalah. Mula-mula mungkin ia mencoba merokok 
karena terpengaruh teman, kemudian minum-minuman hingga mabuk, 
berjudi, berkelahi, mengenal kehidupan seksual dalam usia dini dan 
sekaligus terancam tertular PMS (penyakit menular seksual), terlibat 
dalam perilaku kriminal, dan kemudian anak-anak yang diterlantarkan 
tersebut menjadi bagian dari pelaku patologi sosial yang meresahkan 
masyarakat, (Bagong Suyanto, 2010:218). 
 Waluyo (Torehan Jalanan, 2012) mengemukakan bahwa 
permasalahan yang dapat ditimbulkan oleh anak terlantar diantaranya 
adalah: 
1. Pengemis, pada umumnya orang menjadi pengemis sebagai 
akibat dari tekanan ekonomi keluarga sehingga demi 
mempertahankan hidupnya dengan cara meminta-minta di 
depan umum. 
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2. Kenakalan anak dan kriminalitas, kenakalan anak atau tindak 
kejahatan disebabkan oleh tekanan hidup yang mendesak, 
maupun kehidupan di masa depan yang suram dan sebagai 
kompensasi dari hidup yang berstatus anak terlantar. 
3. Akibat pengangguran, pemenuhan kebutuhan yang diingankan 
tidak terpenuhi seperti kebutuhan akan pendidikan sebagai 
bekal hidup di masa yang akan datang, maka banyak anak-anak 
menganggur atau tidak memiliki keahlian dan keterampilan 
tertentu. 
Dampak lain Penelantaran Anak (Rotsania Dhamayanti, 2012), 
adalah : 
a. Kecepatan perkembangan fisik maupun emosional dari seorang 
anak yang dianiaya atau ditelantarkan seringkali tidak normal. 
b. Bayi yang mengalami kekurangan kasih sayang dari orang 
tuanya tampak tidak peka atau tidak menunjukkan ketertarikan 
terhadap lingkungannya. Mungkin terjadi gangguan pada 
kemampuan sosial dan bahasanya karena mereka kurang 
mendapatkan perhatian. 
c. Seorang anak mungkin menunjukkan sikap curiga, tidak tegas 
dan sangat gelisah. 
d. Anak yang lebih tua sering bolos sekolah atau prestasinya di 
sekolah kurang baik. Mereka mungkin mengalami masalah 
dalam membentuk hubungan dengan teman-teman maupun 
guru di sekolahnya. 
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e. Penampilan tampak sangat lusuh tidak terawat, karena tidak 
diurus dan mungkin bisa jadi tidak punya siapa-siapa setelah 
ditelantarkan      . 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Pada penyusunan skripsi ini, penelitian akan dilakukan di kota 
Makassar dengan pertimbangan bahwa dari data dari Dinas Sosial Kota 
Makassar, banyak anak yang berkonflik hukum akibat penelantaran orang 
tua. Oleh karena itu, penulis memilih melakukan penelitian di beberapa 
instansi yaitu, Polrestabes Makassar, Dinas Sosial kota Makassar, 
Lembaga Perlindungan Anak kota Makassar, Lembaga Pemasyarakatan 
Klas I Makassar, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Turikale dan 
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
 
B. Jenis Dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Data Primer 
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi 
penelitian setelah melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait 
dengan permasalahan yang akan diteliti. 
2. Data Sekunder 
Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 
berupa buku-buku, dokumen-dokumen, laporan hasil penelitian, peraturan 
perundang-undangan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan 
permasalahan yang akan diteliti. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yakni melalui 
penelitian pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field 
research). 
1. Penelitian Pustaka (library research) 
Di dalam melakukan penelitian kepustakaan (library research), 
penulis mengumpulkan data melalui buku-buku, dokumen-dokumen, 
laporan hasil penelitian, peraturan perundang-undangan dan sumber 
lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. 
2. Penelitian Lapangan (field research) 
Di dalam melakukan penelitian lapangan (field research), penulis 
akan melakukan wawancara atau dialog langsung, serta meminta data-
data tertulis kepada pihak-pihak yang terkait dalam penulisan ini. 
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian kepustakaan 
maupun penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan 
secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan 
menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya 
dengan penelitian ini guna menjawab dan memecahkan masalah serta 
pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti guna 
menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pengaruh Penelantaran oleh Orang Tua Terhadap 
Perkembangan  Psikologi Anak yang Berkonflik Hukum 
Anak adalah tumpuan harapan masa depan dan nasib bangsa 
yang akan datang, karena itu kualitas anak sangat ditentukan oleh proses  
bentuk dan perlakuan terhadap anak di masa kini. Setiap anak berhak 
atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang berpartisipasi serta 
berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta 
hak sipil dan kebebasan.  
Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan, karena masa 
anak-anak suatu masa yang sangat rentan dengan berbagai keinginan 
dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu 
(Marlina, 2009:59). 
Penelantaran terhadap anak dapat memberikan dampak negatif 
bagi psikologi anak, akibatnya anak akan merasa ditolak oleh kedua orang 
tuanya. Penolakan yang mereka rasakan dapat mengakibatkan mereka 
menjadi liar, lebih memilih untuk hidup di luar lingkungan keluarga dan 
bertindak semaunya. 
Terbentuknya perilaku yang buruk (Abnormal) pada anak ditandai 
dengan munculnya berbagai kenakalan-kenakalan anak atau biasa 
disebut dengan delinquency, yang kemudian direalisasikan dengan 
perbuatan-perbuatan menyimpang oleh anak seperti tindak kejahatan. 
Menurut Cohen, Perilaku menyimpang  sendiri adalah “Tingkah laku yang 
 33 
melanggar atau bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan 
normative, dari pengertian-pengertian normatif maupun dari harapan-
harapan lingkungan sosial yang bersangkutan”, (Moerti Hadiati Soeroso, 
2011:21). 
Pendekatan psychology in law memiliki peran dalam menerapkan 
spesifik psikologi di dalam hukuman dalam menganalisis sebab-sebab 
pelanggaran yang dilakukan oleh anak serta penyebab adanya pelanggar 
hukum yang masih anak-anak atau juvenile offenders. 
Perubahan pada pola perilaku, sikap dan kepribadian pada masa 
anak-anak merupakan faktor yang dianggap penting. Berdasarkan 
referensi tersebut perilaku anak adalah perubahan yang positif dan 
negatif, itu wajar adanya tetapi anak harus mewaspadai pengaruh dari 
luar baik lingkungan dan pergaulan yang dapat membawa penyimpangan 
dan kebrutalan dalam kenakalan, jika anak tersebut terbawa oleh 
pengaruh-pengaruh itu yang tidak normal. 
Anak sebagai generasi penerus bangsa masih tidak dapat 
menyaring dan mengelolah informasi yang diperoleh akan berakibat 
adanya sifat mencontoh, meniru dan mempraktikkan hal-hal yang dilihat 
dari lingkungan kesehariannya sehingga menunjukkan kenakalan remaja 
(juvenile deliquency). Kenakalan remaja yang dimaksudkan ini, seperti 
yang dikatakan Sarlito Wirawan Sarwono (1994:200) bahwa perilaku 
menyimpang dari atau melanggar hukum. 
Pada umumnya anak-anak atau remaja suka melakukan perbuatan 
yang meresahkan masyarakat dan mengancam ketentramannya serta 
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melanggar hak-hak orang lain, baik harta, harga diri maupun jiwa. 
Kenakalan-kenakalan tersebut  timbul yang disebabkan oleh faktor-faktor 
dari dalam diri anak yang didukung oleh faktor dari luar salah satunya 
adalah lingkungan. 
Berdasarkan hasil penelitian penulis di Polrestabes Makassar pada 
tanggal 18 Juni 2015 adapun jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan oleh 
anak sepanjang tahun 2012-2015 yang ditangani oleh Polrestabes 
Makassar  adalah sebagai berikut : 
Tabel Jumlah Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak 
No Tindak Pidana 2011 2012 2013 2014 
Juni 
2015 
1 Perkelahian 5 8 15 11 1 
2 Penganiayaan 5 11 16 12 9 
3 Pencurian 1 1 1 2 - 
4 Perbuatan Asusila 8 19 19 2 2 
5 
Perbuatan Tidak 
Menyenangkan 
2 - 1 - 1 
JUMLAH 21 39 42 27 13 
Sumber Data : Polrestabes Makassar 
Kebutuhan anak yang tidak terpenuhi sebagaimana mestinya 
terutama dalam hal pendidikan menyebabkan terbentuklah karakter yang 
memang tidak diharapkan dalam perkembangan psikologi anak. Mereka 
berpotensi besar untuk melakukan kejahatan, kasus yang dominan 
dilakukan oleh anak dari hasil penelitian penulis  di Lapas Klas I Makassar 
adalah tindakan pencurian dan perampokan karena anak merasa 
kebutuhannya tidak terpenuhi oleh orang tua.  
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis tanggal 10 
Juni 2015 dengan Andi Moh. Hamka, S.Hi,. M.H (Salah satu staff di 
Bidang Pembinaan Lapas Klas I Makassar), berdasarkan pengalamannya 
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menangani anak berkonflik hukum, faktor penelantaran banyak menjadi 
latar belakang terjadinya tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak. 
“Penelantaran sangat mempengaruhi perkembangan psikologi 
anak terutama sikap dan perbuatannya pasti menyimpang  jika 
anak tersebut tidak pernah mendapatkan pendidikan, putus sekolah 
atau lingkungan yang tidak layak untuk perkembangan intelegensia 
anak sehingga anak memang hidup dengan keterbatasan terutama 
dalam hal pendidikan. Akibatnya terbentuklah karakter anak yang 
jauh dari harapan. Mereka berpotensi besar untuk melakukan 
kejahatan. Pasti anak tersebut melakukan hal-hal yang brutal. 
Karena kemiskinan dan kurangnya pengetahuan anak, maka 
banyak anak yang melakukan tindakan kriminal seperti mencuri dan 
merampok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena dia 
merasa orang tua sudah tidak sanggup memenuhi kebutuhan 
hidupnya.” 
 
Hal senada juga diungkapkan oleh Norman Ilmi , S.Sos. (Pekerja 
Sosial di RPSA Turikale) dalam wawancara yang dilakukan penulis 
tanggal 29 Juni 2015, menyatakan bahwa: 
“Penelantaran sangat berpengaruh terhadap perkembangan 
psikologi anak, karena anak terlantar tidak merasakan bagaimana 
kasih sayang orang tua, sehingga mereka menjadi liar dan mudah 
terpengaruh untuk melakukan tindakan kriminal.” 
 
Sebagai sampel untuk melihat kondisi psikologi anak, penulis 
melakukan penelitian dalam bentuk wawancara kepada anak yang 
menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar . 
Dari hasil wawancara tersebut penulis memperoleh informasi yang 
melatar belakangi anak  berkonflik dengan hukum. Misalnya Junaidi dan 
Riki  yang sama-sama  merasa diterlantarkan oleh orang tuanya. Melihat 
keadaan kedua anak tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pelaku juga 
sebagai korban penelantaran oleh orang tua. 
Berdasarkan keterangan Junaidi (17 Tahun) yang merupakan anak 
yang melakukan tindak pidana pencurian mengatakan bahwa: 
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“Saya masuk disini karena kasus pencurian, saya mencuri karena 
ingin cari uang sendiri karena orang tua sudah tidak peduli sama 
saya, saya juga sudah tidak dikasi sekolah, sering dimarahi bahkan 
saya tidak tahan tinggal dirumah karena orang tua saya selalu 
marah-marah, saya merasa tidak pernahmi diperhatikan. Bahkan 
selama saya masuk di lapas tidak pernah datang dikunjungi, itu 
artinya saya sudah tidak di sayangmi sama orang tuaku. Saya juga 
sudah dua kali masuk kesini dengan kasus yang sama, lebih enak 
ku rasa disini daripada dirumah, dirumah juga tidak pernahji di ajar 
sama orang tua, dimarahiji terus.” 
 
Hal senada juga di ungkapkan oleh Muh. Riki (16 Tahun) anak 
yang merupakan pelaku tindak pidana penjambretan, Riki mengatakan 
bahwa: 
“Saya menjambret karena cari uang karena pergaulanji 
sebenarnya. Tapi karena orang tua juga sudah tidak perhatikan, 
selama saya disini tidak pernah datang, saya juga sudah putus 
sekolah sejak kelas 2 SMP, saya tinggal sama tanteku di Maros 
karena orang tuaku juga tidak pernah perhatikan ka, tapi akhir-akhir 
ini saya tinggal sama temanku. Orang tuaku tidak pernah datang ke 
rumahnya tanteku kayak dibiarkan ka saja, saya lebih senang 
bergaul sama temanku daripada tinggal sama orang tua.” 
 
Menurut Norman Ilmi, S.Sos berdasarkan pengalamannya 
menangani anak terlantar yang berhadapan dengan hukum, faktor yang 
menjadi penyebab anak berkonflik hukum dapat digolongkan kedalam 
beberapa faktor, antara lain: 
1. Faktor keluarga; 
2. Faktor ekonomi; 
3. Faktor pergaulan. 
Selengkapnya penulis memberikan penjelasan terhadap faktor 
yang melatar belakangi anak melakukan tindak pidana sebagai berikut : 
1. Faktor keluarga 
Faktor yang sangat dominan melatar belakangi anak berkonflik 
hukum adalah kurangnya perhatian keluarga terutama orang tua. 
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Kurangnya perhatian orang tua serta pendidikan yang rendah membuat 
anak tidak diberikan bekal pendidikan moral. 
Keluarga mempunyai kedudukan yang sangat fundamental dalam 
pembentukan pribadi anak untuk hidup secara lebih bertanggungjawab. 
Bila usaha pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung 
melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, seperti melakukan 
tindak pidana (berkonflik hukum) yang dapat terjadi di lingkungan keluarga 
maupun di lingkungan masyarakat tempat anak bergaul (melakukan 
interaksi). 
Orang tua seharusnya melakukan pengawasan kepada anak 
mendisiplinkan anak serta memberikan pengarahan kepada anak agar 
dapat menjadi anak yang baik serta mencegah anak untuk tidak 
melakukan tindak pidana. 
Kenakalan anak dapat dicegah dengan mengefektifkan hubungan 
yang harmonis antara orang tua dengan anak. Hakikat yang terkandung 
dalam setiap proses hubungan orang tua dan anak, setidaknya ada 4 
(empat) unsur yang selalu tampil dalam setiap proses interaksi antara 
orang tua dengan anak, yaitu: (Soedjono Dirjosisworo, 1984:20) 
a. Pengawasan melekat 
Pengawasan melekat ini terjadi melalui perantaraan keyakinan 
anak terhadap suatu hal. Pengawasan tipe ini meliputi usaha 
penginternalisasian nilai-nilai dan norma-norma yang dikaitkan erat 
dengan pembentukan rasa takut, rasa bersalah pada diri anak melalui 
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proses pemberian pujian dan hukuman oleh orang tua atas perilaku anak 
yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki. 
b. Pengawasan tidak langsung 
Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penanaman 
keyakinan pada diri anak, agar timbul perasaan dan kehendak untuk tidak 
melukai atau membuat malu keluarga, melalui keterlibatan anak pada 
perilaku-perilaku yang bertentangan dengan harapan orang tua dan 
keluarga. Jenis pengawasan ini sangat menentukan adanya pembentukan 
rasa keterikatan anak pada orang tua dan keluarga. 
c. Pengawasan langsung 
Pengawasan langsung lebih menekankan pada larangan dan 
pemberian hukuman pada anak. Misalnya aturan-aturan tentang 
penggunaan waktu luang sebaik-baiknya, baik pada saat orang tua tidak 
ada di rumah maupun pada saat anak di luar rumah, cara memilih teman-
teman bermain sesuai dengan perkembangan jiwa yang sehat pada anak 
dan tidak membahayakan diri anak di luar rumah. 
d. Pemuasan kebutuhan 
Pemuasan kebutuhan berkaitan dengan kemampuan orang tua 
dalam mempersiapkan anak untuk sukses, baik di sekolah, dalam 
pergaulan dengan teman-teman sebayanya di masyarakat luas. 
2. Faktor ekonomi 
Suatu pegamatan terhadap masyarakat secara sosiologis 
memperlihatkan bahwa kekuasaan itu tidak terbagi secara merata dalam 
masyarakat. Struktur pembagiannya yang demikian itu menyebabkan 
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bahwa kekuasaan itu terhimpun pada sekelompok orang-orang tertentu 
sedangkan orang-orang lain tidak atau kurang memiliki kekuasaan itu. 
Keadaan seperti inilah yang menimbulkan pelapisan sosial. Pelapisan 
sosial ini bercirikan pengelompokan kekuasaan itu tadi yang lazimnya 
terdiri dari lapisan-lapisan atau dengan kekuasaan yang besar sedangkan 
lapisan-lapisan dibawah tidak atau kurang. 
Menurut Satjipto Rahardjo (2012:149) bagaimana struktur-struktur 
yang berlapis itu bisa terbentuk banyak tergantung dari sistem 
perekonomian suatu masyarakat. Terjadinya penumpukan kekuasaan 
ditangan sekelompok orang-orang tertentu berhubungan dengan sistem 
pembagian sumber-sumber daya dalam masyarakat. Kekuasaan itu tidak 
terlepas dari penguasaan barang-barang dalam masyarakat dan oleh 
karena itulah maka dikaitkan pada sistem perekonomian suatu 
masyarakat. 
Sistem perekonomian suatu masyarakat yang buruk dapat menjadi 
faktor penyebab timbulnya niat untuk melakukan kejahatan, khususnya 
bagi anak yang merasa kebutuhannya tidak tercukupi oleh orang tua. 
Keadaan ekonomi yang lemah berdampak pada terbatasnya kemampuan 
untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti sandang, pangan, dan papan 
serta kebutuhan untuk mendapatkan pendididkan formal disekolah. 
Hal tersebut dibenarkan oleh Akbar  (15 tahun) yang merupakan 
salah satu anak yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan 
Klas I Makassar, menyatakan bahwa: 
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“Saya masuk disini karena kasus narkoba karena pergaulanku, 
saya suda berhenti sekolah sejak kelas 3 SD karena orang tuaku 
sudah tidak mampu biayaika. Orang tuaku juga sekarang sudah 
meninggal jadi saya tinggal sama kakak ku tapi kakakku juga tidak 
mampu, sempatka mau sekolah lagi tapi maumi di apa tidak ada 
biaya.” 
 
3. Faktor Pergaulan 
Faktor pergaulan sangat besar peranannya dalam membentuk 
perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh anak. Karena kepribadian anak 
itu terbentuk berdasarkan lingkungannya. Lingkungan yang baik akan 
membuat orang menjadi baik dan lingkungan yang buruk akan mendorong 
anak untuk melakukan kejahatan. Harus disadari betapa besar pengaruh 
yang dimainkan oleh lingkungan pergaulan anak, terutama sekali 
disebabkan konteks kulturalnya. Dalam situasi sosial yang menjadi 
semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarganya 
untuk kemudian menegakkan eksistensi dirinya yang dianggap sebagi 
tersisih dan terancam. Dengan demikian anak melakukan kejahatan 
karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan, yang 
semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada 
pembentukan perilaku yang buruk sebagai produknya anak-anak suka 
melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. 
Menurut Andi Moh. Hamka (Staff bagian pembinaan lapas klas I 
Makassar) menyatakan bahwa: 
“Anak yang tumbuh dalam lingkungan atau pergaulan yang kurang 
baik untuk perkembangan intelegensianya, menyebabkan anak itu 
sendiri yang menelantarkan dirinya. Karena faktor pergaulan, anak 
tersebut jauh dari orang tuanya, tidak ingin tinggal dirumah, dan lebih 
memilih tinggal diluar berasama teman-temannya karena lingkungan 
pergaulannya yang bina anak seperti itu, sehingga sangat 
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berdampak pada psikologinya, terutama pada sikapnya pasti tidak 
sesuai yang diharapkan.” 
 
Hal ini dibenarkan oleh Sandi Kurniawan (17 Tahun) yang 
merupakan salah satu anak yang menjalani hukuman di Lapas Klas I 
Makasar, menyatakan bahwa: 
“Saya masuk disini karena kasus pencurian, karena cari uang ikut-
ikutan sama temanku. Saya selama ini tidak tinggal sama orang 
tua, saya tinggal sama teman-temanku saya mau hidup mandiri 
kayak teman-temanku.” 
 
Menurut Achmad Ali (2009:375) untuk mengetahui sejauh mana 
efektivitas dari hukum maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh 
mana aturan itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran 
ketaatannya, dapat dikatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan 
adalah efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh 
derajat efektivitasnya. 
Begitupun dalam rangka penegakan hukum, ada faktor yang 
mempengaruhi atau menyebabkan penegakan hukum dalam rangka 
menjamin hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. 
Lembaga yang berperan dalam penegakan hukum untuk menjamin 
hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum adalah Lembaga 
Perlindungan Anak (LPA).  Namun lembaga tersebut khususnya di Kota 
Makassar sendiri sudah tidak aktif, sehingga Lembaga Perlindungan Anak 
untuk memaksimalkan perannya dengan memberikan perlindungan bagi 
semua anak  yang memerlukan bantuan hukum dan bantuan lainnya yang 
dapat menjadi penunjang bagi anak yang berkonflik hukum menikmati 
hak-haknya sebagai anak, sudah tidak terlaksana lagi. 
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B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Orang Tua Menelantarkan 
Anaknya 
Penelantaran kepada anak merupakan salah satu bentuk perlakuan 
terburuk dan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak dan ini 
merupakan pelanggaran HAM terhadap anak. Bentuk perlidungan secara 
hukum oleh Negara kepada anak, sebenarnya telah dinyatakan dengan 
dibentuknya undang-undang khusus untuk anak diantaranya Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di 
samping perlidungan dari Negara, hal yang tidak kalah pentingnya adalah 
peran orang tua dan masyarakat dalam membentuk mental dan moral 
anak. Bimbingan dari orang tua dan dukungan dari lingkungan masyarakat 
untuk mengenalkan perbuatan baik dan perbuatan buruk/menyimpang 
serta akibat setiap perbuatan tersebut kepada anak diharapkan dapat 
membentuk mental dan moral anak menjadi lebih baik sehingga anak 
mampu menjaga dirinya dari pengaruh-pengaruh negatif lingkungan yang 
mungkin membentuk perilaku yang buruk pada diri anak.   Namun, saat ini 
masih banyak orang tua yang membiarkan anaknya yang masih dibawah 
umur terlantar . Walaupun tanpa disadari perbuatannya telah melanggar 
hukum yang telah diundangkan. 
Menurut Bagong Suyanto (2010:215), penelantaran adalah sebuah 
tindakan baik disengaja maupun tidak disengaja yang membiarkan anak 
tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, papan). 
Penelantaran terhadap anak tidak mengenal alasan motivasi/intensi. 
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Disengaja maupun tidak, jika ada anak dibiarkan tidak memperoleh 
makan, tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak, dan pakaian yang 
layak untuk melindunginya dari berbagai penyakit dan bahaya, maka 
insiden ini dikatakan penelantaran dan akan dikenakan sanksi. 
Orang tua memiliki kebebasan dalam menentukan pola asuh yang 
akan diterapkan pada anak. Namun, apapun gaya pola asuhnya, tetap 
tidak boleh membuat anak kehilangan hak dan kebutuhan dasarnya harus 
tetap terpenuhi.  Tanggungjawab orang tua terhadap anak tidak dapat 
diabaikan begitu saja demi terwujudnya kesejahteraan anak secara 
rohani, jasmani, maupun sosial. Kesalahan pola asuh dan pemahaman 
orang tua yang salah dalam mendidik anak banyak menyebabkan anak 
dengan tidak sengaja terlantar. 
Menurut Alfred Kadhusin dalam Zastrow 1982:152 (Torehan 
Jalanan, 2012), ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya anak 
terlantar, yaitu : 
1. Anak terlantar disebabkan sebagian besar karena orang tuanya 
berasal dari kelas ekonomi rendah. 
2. Anak terlantar disebabkan karena hanya memiliki salah satu 
orang tua terutama apabila dikepalai seorang ibu yang tidak 
memiliki pekerjaan. 
3. Orang tua yang menelantarkan anak disebabkan mempunyai 
intelektual di bawah normal, akan mengurangi kemampuan 
dalam memenuhi kebutuhan anak sehingga tidak dapat 
melaksanakan fungsinya sebagai pengasuh. 
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4. Ibu yang mempunyai intelektual di bawah normal, akan 
mengurangi kemampuan dalam memenuhi kebutuhan anak, 
sehingga anak menjadi tidak terurus. 
5. Kelalaian dari orang tua dalam memperhatikan anaknya, orang 
tua mengalami gangguan secara fisik, kestabilan emosi yang 
menurun karena lelah, memiliki masalah kesehatan secara 
medis, secara sosial terisolasi, frustasi, bersikap apatis dan 
putus asa, sehingga mengalami kesulitan mengurus anak. 
6. Orang tua menelantarkan anak mempunyai pengalaman 
emosional yang tidak menyenangkan pada anak-anaknya. 
Menurut Galles,1994 (Bagong Suyanto,2010:219), tidak selalu 
keluarga yang bermasalah secara psikologis atau keluarga yang hidup 
dibawah tekanan kemiskinan akan selalu menelantarkan anak-anaknya. 
Tetapi, bagi keluarga yang sehari-hari hidup serba pas-pasan, baru saja 
terkena PHK, dibelit hutang yang terus membengkak, maka bukan saja 
mereka akan mudah naik pitam dan rawan stress, tetapi juga rawan 
melakukan hal-hal yang salah pada anak-anaknya. 
Berada pada lingkungan keluarga yang tidak mampu dalam hal 
ekonomi bahkan berada dibawah garis kemiskinan, secara tidak langsung 
berpengaruh pada pola asuh orang tua. Orang tua mereka kurang 
memperhatikan kebutuhan anak-anaknya dikarenakan keterbatasan 
ekonomi. Pola asuh orang tua yang tidak tepat serta tidak mampu 
memenuhi kebutuhan anak-anaknya dapat menyebabkan anak tidak 
betah atau tidak dapat dikendalikan. Keadaan ekonomi tersebut membuat 
orang tua lebih fokus mencari nafkah sehingga mengabaikan 
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kewajibannya sebagai orang tua dalam memberikan pengawasan dan 
mengasuh anaknya. 
Hal tersebut dibenarkan oleh Norman Ilmi, S.Sos. (Pekerja Sosial 
RPSA Turikale) menyatakan bahwa: 
“Keadaan ekonomi yang membuat orang tua lebih fokus untuk 
bekerja dan mengabaikan anaknya, banyak orang tua yang pergi 
merantau sehingga anaknya dititip ke orang lain. Karena faktor 
ekonomi orang tua melalaikan tanggungjawabnya dalam mendidik 
anak. Bahkan tidak jarang malah orang tua yang menyuruh 
anaknya yang masih kecil untuk mengamen, mengemis, dan 
menetapkan jumlah setoran tiap harinya. Anaknya tidak boleh 
pulang ke rumah kalau tidak membawa uang.” 
 
Faktor yang menjadi penyebab mengapa orang tua menelantarkan 
anaknya (Torehan Jalanan, 2012), antara lain: 
1. Faktor Keluarga 
Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari 
suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya 
(Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992), dimana keluarga ini merupakan 
faktor yang paling penting yang sangat berperan dalam pola dasar anak. 
Kelalaian orang tua terhadap anak sehingga anak merasa ditelantarkan. 
Anak-anak sebetulnya hanya membutuhkan perlindungan orang tuanya 
untuk tumbuh berkembang secara wajar. 
2. Faktor pendidikan 
Dalam hal kelangsungan pendidikan anak, misalnya akibat krisis 
kepercayaan pada arti penting sekolah, dilingkungan komunitas 
masyarakat miskin sering terjadi kelangsungan pendidikan anak 
cenderung di terlantarkan. 
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3. Faktor sosial, politik dan ekonomi 
Akibat situasi krisis ekonomi yang tak kunjung usai, pemerintah 
mau tidak mau memang harus menyisihkan anggaran untuk membayar 
hutang dan memperbaiki kinerja perekonomian jauh lebih banyak 
daripada anggaran yang disediakan untuk fasilitas pendidikan, kesehatan 
dan perlindungan sosial anak. 
4. Kelahiran diluar nikah 
Seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki pada umumnya 
sangat rawan untuk diterlantarkan dan bahkan diperlakukan salah (child 
abuse). Perilaku penelantaran anak dapat berupa tindakan pembuangan 
anak untuk menutupi aib atau karena tidak sanggupan orang tua untuk 
melahirkan dan memlihara anaknya secara wajar. 
Hal ini dibenarkan oleh Betty Sefriatin, A.KS (Pekerja Sosial di 
RPSA Turikale) berdasarkan hasil wawancara penulis tanggal 29 Juni 
2015, menyatakan bahwa:  
“Banyak orang tua tidak paham tentang pola pengasuhan anak, 
karena banyak anak-anak yang kehadirannya tidak dikehendaki. 
Apalagi di Makassar ini siri‟nya dijunjung tinggi. Jadi mereka lebih 
baik mengorbankan anak daripada merusak nama baik keluarga. 
Kembali lagi ke awal bahwa pemahaman tentang pengasuhan 
memang tidak ada, padahal biar bagaimanapun kalau kita sudah 
sadar bahwa anak itu adalah amanah, dan dia tidak berdosa pasti 
tidak akan terjadi seperti itu.” 
 
Hal senada juga di ungkapkan oleh Andi  Moh. Hamka, S.Hi., MH, 
dari pengalamannya mewawancarai orang tua anak yang berkonflik 
hukum, menyatakan bahwa: 
“Pada dasarnya tidak ada orang tua yang ingin menelantarkan 
anaknya hanya saja keadaan yang membuatnya seperti itu. 
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Kemiskinan dan tidak terkontrolnya pernikahan orang-orang yang 
belum seharusnya menikah, sehingga pemahaman tentang cara 
mengasuh dan mendidik anak yang benar juga tidak mereka 
pahami.” 
 
Selanjutnya Betty Sefriatin, A.KS menjelaskan bahwa kesalahan 
pemahaman dan pola asuh orang tua yang menyebabkan anak terlantar 
sehingga menyebabkan banyak anak-anak yang berkonflik dengan 
hukum. Karena anak tidak mendapat kasih sayang, pengakuan, dan figur 
orang tua, akhirnya anak mudah terpengaruh melakukan  tindakan-
tindakan yang berhadapan dengan hukum. Faktor ekonomi bukan faktor 
penentu orang tua menelantarkan anak, banyak keluarga miskin tapi 
mereka tinggal sekeluarga, banyak keluarga miskin tapi mereka tidak 
berbuat kriminal. Ini menunjukkan faktor yang menyebabkan orang tua 
menelantarkan anaknya adalah memang  pemahaman orang tua tentang 
pengasuhan anak yang mereka tidak pahami. Karena banyak juga anak 
terlantar dari keluarga yang mampu, mereka terlantar karena kesibukan 
orang tua. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 
sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penelantaran sangat berpengaruh terhadap psikis anak yang 
melakukan tindakan kriminal atau anak yang berkonflik  dengan 
hukum. Karena pelalaian oleh orang tua, kebutuhan anak untuk 
tumbuh dan berkembang secara wajar tidak terpenuhi.  
2. Orang tua tidak mengerti terhadap pemahaman pola asuh anak 
sehingga menyebabkan anak terlantar, sangat berpotensi 
mendorong timbulnya berbagai bentuk kenakalan anak 
(delinquency) yang  menurut hukum positif di Indonesia 
merupakan perbuatan pidana/tindak pidana, sehingga membuat 
anak berkonflik dengan hukum. 
 
B. Saran 
Dari pembahasan yang telah penulis simpulkan sebelumnya. 
Sampailah ke akhir penulisan dalam skripsi ini berupa saran yang 
sekiranya penulis dapat memberi sumbangsih demi meminimalisir 
terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak korban penelantaran: 
1. Hendaknya Lembaga Perlindungan Anak di Sulawesi Selatan 
terkhusus Lembaga Perlindungan Anak di Kota Makassar dapat 
aktif kembali dan memaksimalkan perannya dengan memberikan 
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perlindungan bagi semua anak  yang memerlukan bantuan 
hukum dan bantuan lainnya yang dapat menjadi penunjang bagi 
anak yang berkonflik hukum menikmati hak-haknya sebagai 
anak. 
2. Hendaknya ada bimbingan tentang pemahaman pola asuh anak 
kepada setiap calon orang tua dan terkhusus kepada orang tua 
demi terwujudnya kesejahteraan anak secara rohani, jasmani, 
maupun sosial, sehingga tidak ada lagi anak yang terlantar 
karena faktor polah asuh yang salah dari kedua orang tua. 
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